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Abstract 
 
Meritocracy is an effort to improve the performance of employees in order to achieve the 
productivity of a bureaucratic institution or high. This research aims to find out how the 
meritocracy in the Promotion Office of the Secretariat of the Merauke Area. The research 
method used is descriptive qualitative techniques with a focus on career development in 
structural terms must be met civil servants as well as education and training must be 
followed by every civil servant. The results showed that the career development officer at 
the Secretariat of the Merauke Area pretty well seen from the employee recruitment 
system for the formation of the Office of Echelon always refer to the competence of 
employees. Education and training of employees of the Secretariat of The Merauke is 
also quite good views of how employees can complete their work on time.It was 
concluded that the meritocracy in the development promotion Office at the Secretariat of 
the Merauke Region was well underway and is expected to be fixed in order to increase 
the performance of the bureaucracy. 
Keywords: Meritocracy, promotion, performance assessment, and training. 
 
 
PENDAHULUAN 
Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Dalam konteks 
birokrasi, menunjuk suatu bentuk atau proses promosi dengan 
memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang 
berprestasi atau berkemampuan. Singkatnya, pegawai yang berprestasi 
harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan reward dan apresiasi. 
Dengan demikian, ada syarat untuk memenuhi kompetensi dalam 
memanfaatkan kesempatan dan tanggung jawabnya. Proses di atas 
haruslah fair, bebas KKN dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Young (1958)   dalam bukunya “The Rise of Meritocracy” menyatakan 
bahwa merit lebih merujuk pada kompetensi. Selanjutnya Spencer & 
Spencer (1993) memberikan definisi kompetensi sebagai berikut: 
A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally 
related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or 
situation., Underlying characteristic means the competency is a fairly deep and 
enduring part of a person’s personality and can predict behavior in a wide variety 
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of situations and job tasks. Causally related means that a competency causes or 
predicts behavior and performance. Criterion-referenced means that the 
competency actually predicts who does something well or poorly, as measured 
on a specific criterion or standard. 
Merit system oleh Wunggu (2003) didefenisikan sebagai 
“pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi 
(merit) yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya sebagai 
baik atau buruk, hal mana berpengaruh langsung pada naik atau 
turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai. 
Sebuah promosi berarti pula perpindahan dari suatu jabatan ke 
jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggungjawab yang lebih 
tinggi. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan 
menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. (Mangkuprawira, 2003). 
Sedangkan menurut Hasibuan (2005) Promosi adalah perpidahan yang 
memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih 
qtinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan 
penghasilannnya semakin besar. selanjutnya dikatakan pula bahwa 
Program promosi jabatan hendaknya memberikan informasi yang jelas, apa 
yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mempromosikan seorang 
karyawan dalam perusahaan tersebut.  
Pengembangan karir adalah suatu yang menunjukkan adanya 
peningkatan-peningkatan status seseorang dalam dalam suatu organisasi 
dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan 
(Robbins,1996). Bagaimanapun juga  pengembangan karir masing-masing  
anggota  dalam organisasi tentunya tidak sama, karena amat tergantung 
dari berbagai faktor. Titik sentral untuk meniti karir pada dasarnya terletak 
pada dua hal yaitu: 1)   Kemampuan intelektual, 2) Kemampuan dalam 
kepemimpinan dan 3).   Kemampuan manajerial. Sedangkan Pendidikan 
dan Latihan   menurut A.W. Widjaja (1986)  yaitu  suatu proses bantuan 
kepada pegawai agar ia dapat memiliki efektivitas dalam pekerjaannya 
yang sekarang maupun dikemudian hari, dengan hanya mengembangkan  
pada dirinya kebiasaan berfikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, 
sikap, serta pengertian yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaannya. 
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Selanjutnya Fandy dalam Sanusi (2001) mengemukakan bahwa 
“Pelatihan adalah kegiatan diluar jalur pendidikan formal untuk menunjang 
peningkatan kinerja aparatur yang telah diikuti dan mendapat sertifikat”. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Sofiah (2006) mengenai Pengaruh Pelaksanaan Merit 
Rating System Terhadap Peningkatan Kepuasan Kerja Karyawan 
PDAM Tirtanadi Medan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
merit rating system secara simultan (serempak) berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Dalam hal 
ini berarti bahwa pelaksanaan merit rating system yang digunakan 
pada PDAM Tirtanadi Medan dapat mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan. Pengukuran variable dalam penelitian ini menggunakan Skala 
Likert, metode analisis menggunakan uji statistik regresi berganda 
(multiple regression) sedangkan dalam penelitian ini Birokrasi Setda 
Kabupaten sebagai lokasi penelitiannya dan juga menggunakan alat 
ukur analisis kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik 
pengumpulan datanya. Persamaan penelitian tersebut dengan 
penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan system merit 
sebagai pembanding.  
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana dalam promosi 
jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi penelitian dan Desain Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Sekreatariat Daerah Kabupaten Merauke  
selama 1 bulan (Sebulan)  yakni terhitung  mulai bulan Juni sampai 
dengan Juli 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif. 
Informan 
Adapun Informan dalam penelitian ini mereka yang dianggap 
kompoten dan berhubungan dengan penerapan sistem merit seperti: 
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Sekretaris Daerah Kabuapten Merauke, Kepala Bagian Mutasi Badan 
Kepegawaian dan Diklat  Kabupaten Merauke, Kepala Bagian 
Pengembangan sumber Daya Aparat Badan Kepegawaian dan Diklat  
Kabupaten Merauke, dan Kepala Bagian Diklat Badan Kepegawaian dan 
Diklat  Kabupaten Merauke 
Metode Pengumpulan Data 
Sumber data yang digunakan  adalah data primer yang diperoleh 
dengan observasi dan  wawancara mendalam dari para informan dan 
data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan erat dengan judul 
penelitian ini.  
Analisis Data 
Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data secara eksplanatif yaitu suatu studi kasus yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan yang dikaitkan 
dengan kegiatan-kegiatan operasional yang menuntut pelacakan tertentu 
yang dikondisikan dengan waktu tertentu yang diawali dengan Reduksi 
Data, Penyajian Data, sehingga  proses akhir merupakan penarikan 
kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan. 
Penarikan kesimpulan dari data hasil reduksi dan penyajiannya 
disesuaikan dengan pernyataan penelitian dan tujuan dari penelitian 
tersebut. (Sugiyono, 2007) 
 
HASIL PENELITIAN  
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Merauke No. 10 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
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Organisasi Perangkat Daerah maka perlu adanya penyesuaian 
kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke Baru.  
Dalam Peraturan  daerah tersebut juga dikatakan bahwa 
Sekretarias Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing 
membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan  Rakyat, Perekonomian 
dan Pembanguunan, dan Administrasi Umum. 
 Hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan beratnya beban 
tugas Sekretariat Daerah dalam  membina dan meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh unit kerja di lingkungan 
Sekretariat Daerah khususnya, Pemda Kabupaten Merauke umumnya. 
Tugas dan Fungsi 
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretarias daerah yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, sedangkan 
Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas 
membantu Bupati menyusun kebijakan daerah dan berkoordinasikan 
dinas daerah dan lembaga teknis daerah.   
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Menyusun kebijakan 
pemerintah daerah,pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah 
dan lembaga teknis daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah, pembinaan Administrasi dan aparatur 
pemerintah daerah pelayanan teknis administratif, dan pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Susunan Organisasi  
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, terdiri 
dari: Sekretaris Daerah, Asisten I Sekretaris Daerah, yang membawahi 
Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,Bagian 
Administrasi Kemasyarakatan. Asisten II Sekretaris Daerah, yang 
membawahi Bagian Pemerintahan,Bagian Administrasi Kesejahteraan 
Rakyat, Bagian Administrasi Kemasyarakatan. Asisten III Sekretaris 
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Daerah, yang membawahi Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian 
Umum, Bagian Perlengkapan dan Asset.  
 
PEMBAHASAN 
Untuk mengetahui bagaimana penerapan meritokrasi dalam 
promosi jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, maka 
dapat dikatakan bahwa belum berjalan dengan baik sesuai harapan 
meritokrasi karena dalam rangka pengembangan karir dan penempatan 
dalam jabatan, seorang pimpinan harus dapat mengembangkan potensi 
optimal bawahannya, sehingga proses pengangkatan dan penempatan 
dalam jabatan betul-betul menganut merit system, yaitu berdasarkan 
kecakapan, kemampuan dan keahlian tertentu sesuai tingkatan 
jabatannya. Hal ini Nampak pada kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Merauke dimana belum adanya criteria yang jelas untuk menempatkan 
seorang pegawai dalam jabatan structural, misalnya berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang  perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan 
pegawai negeri sipil dalam jabatan structural bahwa untuk menempatkan 
pegawai dalam jabatan eselon IVb, harus memiliki golongan terendah IIIb 
dan tertinggi IIIc, Sehubungan denga pengembangan karier di lingkungan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, bahwa: 
“Dalam rangka pengembangan karier dan penempatan dalam jabatan, seorang 
pemimpin harus dapat mengembangkan potensi optimal bawahannya serta secara 
tepat dan benar menilai kesiapan dan kemampuan bawahan, sehingga proses 
pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural betul-betul menurut meryt 
sistem, yaitu: berdasarkan kecakapan, kemampuan atau keahlian tertentu sesuai 
tingkatan jabatannya” (Informan DP, 16 Juli 2012) 
  
 Sehubungan dengan jabatan-jabatan kareir di lingkungan 
sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Sekretaris Daerah 
mengakui bahwa masih ada yang diisi oleh seseorang yang dengan 
latar belakang lain namun yang terpenting orang tersebut dapat 
mengatur dan bekerja dengan baik sesuai prosedural yang ada. 
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Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten 
Merauke, sebagai berikut: 
“Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, memang diakui 
bahwa ada beberapa jabatan yang diisi oleh tenaga notabene dari latar 
belakang pendidikan lain, contohnya Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Merauke diisi oleh Bapak Drs. 
Fredy Talubun, MPd. Seorang berpendidikan dan perprofesi guru tapi 
beliau mampu memimpin dan mengantar Badan tersebut dengan baik, ada 
lagi beberapa contoh lain..............disini berarti yang diutamakan adalah 
orang yang mampu dan tanggap serta memiliki kompetensi untuk 
memimpin, karena tidak semua orang mampu melaksanakan pekerjaan 
yang diberikan” (Informan DP, 13 Juli 2012) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa 
pengembangan karier di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Merauke sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada 
beberapa jabatan yang disi oleh tenaga dengan latar belakang 
pendidikan lain, namun intinya bahwa pejabat tersebut memiliki 
integritas dan kompetensi untuk memimpin dan menjalankan tugas 
yang diberikan kepadanya dengan baik. 
Menurut Amstrong (1989) bahwa : “ Pendidikan dan Pelatihan sama 
dengan pengembangan yaitu  proses peningkatan ketrampilan kerja baik 
teknis maupun manajerial yang berorientasi secara teori dan praktek”. 
Sedangkan Pendidikan dan Pelatihan adalah proses mengubah perilaku 
pegawai baik sikap. Kemampuan, keahlian, maupun pengetahuan dalam 
suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan operasional yang 
berorientasi dalam jangka pendek untuk memecahkan maslah terkini dan 
persiapan jangka panjang menghadapi tantangan di masa mendatang 
(Simamora, 1997).  
Berikut hasil wawancara dengan para informan sehubungan 
dengan penerapan pendidikan dan latihan di Kabupaten Merauke, secara 
umum mereka katakan bahwa pendidikan dan pelatihan sudah diterapkan, 
secara terbuka juga dikatakan bahwa sudah ada upaya untuk memotivasi 
pegawai guna upaya memperkuat  dan meningkatkan  kinerjanya masing-
masing. Hal lain yang diungkapkan adalah dari segi pendidikan dan 
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pelatihan bagi setiap pegawai. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Merauke, bahwa:  
“Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan 
pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke tetap berjalan, 
dan ini diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan 
tambahan bagi setiap pegawai agar dapat bekerja dengan baik nantinya.” 
(Informan DP, 16 Juli 2012) 
 
Senada dengan pernyataan Sekretaris Daerah, Kepala Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke mengatakan 
bahwa: 
“kami telah melakukan upaya dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan 
ketrampilan dengan mengikutseretakan para pegawai dalam kegiatan bimbingan 
teknis (bimtek) demi menambah ketrampilan melaksanakan tugas-tugas 
pokoknya. Namun perlu pula disadari bahwa masih kurang maksimalnya kerja 
pegawai dilihat dari tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, hal 
ini terjadi biasanya  ketika diberikan pekerjaan baru yang perlu diselesaikan.” 
(Informan P, 16 Juli 2012) 
 
Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber daya manusia yang dapat 
menentukan keberhasilan dalam sebuah institusi ataupun organisasi. 
Salah satu caranya adalah mengupayakan peningkatan kinerja pegawai 
melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan. 
Selanjutnya senada dengan hasil wawancara Kepala Bidang Diklat 
Kabupaten Merauke yang menyatakan bahwa: 
“Pegawai rata-rata telah kami berikan pelatihan sehingga memungkinkan mereka 
bekerja dengan baik dalam meningkatkan kinerja walaupun terkadang ada 
pegawai yang masih belum terlalu profesional dalam bekerja sehingga masih perlu 
bimbingan atau pun pelatihan yang lebih intens. Sebenarnya hal ini tergantung 
terhadap pegawai tersebut bagaimana mereka selain ketrampilan didapatkan dari 
pelatihan juga mereka harus berusaha sendiri.” (Informan OW, 16 Juli 2012) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan tersebut 
dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke telah 
berupaya memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai berupa 
bimbingan teknis yang dikoordinir langsung oleh Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke. 
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SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka kami 
menyimpulankan bahwa penerapan meritokrasi dalam promosi jabatan 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke telah dijalankan namun 
belum maksimal. Untuk itu sebagai saran diupayakan  selalu 
memperhatikan sistem meritokrasi dalam upaya promosi jabatan 
seseorang dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. 
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